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Abstrak 

  

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Tax Amnesty, mengetahui 

perhitungan Tax Amnesty dan uang tebusan, serta mengetahui dampak terhadap Laporan 

Keuangan PT DNL sebelum dan setelah proses audit.  Sumber data yang digunakan 

adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa Laporan Keuangan PT 

DNL dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dilampiri Daftar Rincian Harta yang 

Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak.  Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan dokumentasi.  Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dan kualitatif, dengan menghitung nilai harta bersih dan besarnya uang tebusan 

Tax Amnesty serta membandingkan Laporan Keuangan.  Kesimpulan Tugas Akhir ini 

adalah Tax Amnesty diberikan kepada WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan 

SPT, PT DNL merupakan WP yang mengikuti program Tax Amnesty periode pertama 

dengan tarif 2%, dan berdasarkan hasil audit terdapat kesalahan dalam penjurnalan Tax 

Amnesty sehingga auditor harus membuatkan akun baru berupa Setoran Modal Lainnya. 
 
Kata kunci: Tax Amnesty, Nilai Harta Bersih, Uang Tebusan, Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan 
 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Pemerintah selalu berupaya untuk 

menjadikan sistem perpajakan di Indonesia 

lebih baik.  Upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

memperbaiki sistem perpajakan negara.  

Perbaikan tersebut meliputi perubahan 

sistem perpajakan dari tahun ke tahun 

untuk menyesuaikan perkembangan 

perekonomian negara dan meningkatkan 

penerimaan pajak setiap tahunnya, karena 

pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pendapatan negara yang sangat 

besar dalam pembangunan dan 

pembiayaan pengeluaran negara (Salindari, 

2017).  Berikut ini perkembangan 

pendapatan negara tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2017 yang dapat 

membuktikan bahwa pajak merupakan 

sumber penerimaan pendapatan negara 

yang sangat besar (Gambar 1) 

 

 

 

 

. 
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Gambar 1. Penerimaan Pajak Sebagai 

Pendapatan Negara Terbesar 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

 Menurut Suharno (2017), beberapa 

tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi 

negara mengalami perlambatan yang 

berdampak pada turunnya penerimaan 

pajak, dan juga telah mengurangi 

ketersediaan likuiditas dalam negeri.  

Disisi lain, banyak harta WNI yang 

ditempatkan di luar wilayah NKRI 

(Lestariningsih, 2017).  Gambar di bawah 

ini dapat membuktikan bahwa PDB tahun 

2011-2015 mengalami penurunan, dan 

meningkat pada tahun 2016-2018 (Gambar 

2). 

 

 

Gambar 2. Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto Tahun 2011-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 Permasalahannya, sebagian dari 

harta yang berada di luar wilayah NKRI 

belum sepenuhnya di laporkan oleh 

pemilik harta dalam SPT PPh.  Sehingga 

terdapat konsekuensi perpajakan yang 

mungkin timbul apabila dilakukan 

perbandingan dengan harta yang telah di 

laporkan dalam SPT PPh yang 

bersangkutan.  Konsekuensi tersebut 

berupa sanksi administrasi ataupun sanksi 

pidana, sebagaimana telah di atur dalam 

UU RI No.28 Tahun 2007 Pasal 38. 

 Adanya sanksi tersebut, WP 

diharapkan akan merasa terhukum, 

sehingga tidak mengulangi kesalahannya 

lagi.  Meskipun demikian, WP selalu 

mencari celah untuk melakukan 

pelanggaran, seperti tidak melakukan 

pelaporan, melakukan pengurangan pajak, 

penggelapan pajak dengan cara manipulasi 

laporan dan terlambat dalam 
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menyampaikan SPT PPh.  Oleh karena itu, 

pemerintah mengeluarkan UU No.11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 

(Lestariningsih, 2017).  Pengampunan 

pajak atau Tax Amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap harta 

dan membayar uang tebusan sebagaimana 

di atur dalam UU No.11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak (IAI, 216).  

Jadi, Tax Amnesty ini sangat membantu 

upaya pemerintah memperbaiki kondisi 

perekonomian, pembangunan, dan 

mengurangi kemiskinan, serta diharapkan 

WNI yang memiliki harta di luar wilayah 

NKRI dapat di tarik kembali ke tanah air 

(Repatriasi). 

 Repatriasi sangat membantu 

stabilitas ekonomi makro negara, mulai 

dari nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, 

neraca pembayaran, sammpai likuiditas 

dari perbankan.  Kebijakan ini sangat 

strategis, karena dampaknya yang bersifat 

makro, menyeluruh, dan fundamental bagi 

perekonomian Indonesia (kementerian 

Keuangan RI, 2016).  UU yang telah 

disahkan dapat menjembatani agar harta 

yang diperoleh dari aktivitas yang tidak di 

laporkan dapat di ungkapkan, sehingga 

data dan informasi atas harta tersebut 

masuk ke dalam sistem administrasi 

perpajakan, dan dapat dimanfaatkan untuk 

pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan di masa yang akan 

datang. 

 Tax Amnesty adalah peluang dalam 

periode tertentu bagi WP untuk 

membenarkan laporan pajaknya, dan 

membayar jumlah tertentu demi 

mendapatkan pengampunan berkaitan 

dengan kewajiban pajaknya (termasuk 

bunga dan sanksi administrasi) di masa 

lalu, seperti yang dilakukan oleh PT DNL.  

PT DNL merupakan salah satu klien KAP 

Drs. Chaeroni dan Rekan yang mengikuti 

program Tax Amnesty pada tahun 2016.  

PT DNL mengikuti program tersebut 

karena ada sebagian harta tahun 2015 yang 

belum di laporkan dalam SPT.  Tujuan 

mengikuti program tersebut untuk 

memperoleh penghapusan terhadap semua 

pajak yang terutang dan terbebas dari 

pemeriksaan data atas kekayaan yang 

dimiliki. 

 PT DNL meminta KAP Drs. 

Chaeroni dan Rekan untuk membantu 

menyelesaikan kewajiban perpajakannya 

dalam rangka mengikuti program Tax 

Amnesty, dengan memeriksa laporan 

keuangannya.  Setelah dilakukan 

pemeriksaan, terdapat kesalahan dalam 

penjurnalan Tax Amnesty, sehingga auditor 

harus membuatkan jurnal reklasifikasi dan 

menambah akun baru.  Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul “Prosedur 

Perhitungan Tax Amnesty dan Dampaknya 

Terhadap Laporan Keuangan PT DNL”. 
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METODE PELAKSANAAN 

 Menurut Sugiyono (2012), sumber 

data terbagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder.  Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari hasil wawancara, observasi, 

dan kuisioner.  Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui 

literatur-literatur yang digunakan sebagai 

bahan referensi untuk menyusun kajian 

pustaka atau teori penelitian (Burhanuddin, 

2013).  Data yang penulis gunakan yaitu 

data primer dan data sekunder.   

 Berdasarkan sumber data yang 

penulis gunakan, maka metode 

pengumpulan data dalam menyusun tugas 

akhir ini yaitu berdasarkan hasil  

wawancara dan dokumentasi.  Wawancara 

adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tatap muka 

langsung dalam bentuk tanya jawab 

anatara pewawancara dengan narasumber.  

Penulis melakukan wawancara kepada 

salah satu pegawai KAP Drs. Chaeroni dan 

Rekan, yaitu senior auditor sekaligus ketua 

tim dalam menangani kasus ini.  

Dokumentasi diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada, catatan-catatan yang 

tersimpan, ataaupun peristiwa yang terjadi 

pada waktu lalu.  Penulis mengumpulkan 

data melalui soft copy dan hard copy. Soft 

copy berupa data laporan keuangan PT 

DNL dan hard copy berupa Daftar Harta 

PT DNL dan Surat Keterangan 

Pengampunan Pajak yang dilampiri Daftar 

Rincian Harta yang Diberikan Fasilitas 

Pengampunan Pajak. 

 Metode analisis data terbagi 

menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan 

metode kualitatif.  Menurut Sugiyono 

(2012), metode kuantitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel.  Sedangkan metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti objek alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci 

dari pengambilan sampel sumber data yang 

dilakukan (Burhanuddin, 2013). 

 Metode analisis data yang penulis 

gunakan adalah metode kuantitatif dan 

metode kualitatif.  Metode kuantitatif yaitu 

menghitung niali harta bersih berdasarkan 

daftar harta yang dikenakan Tax Amnesty 

dan menghitung besarnya pembayaran 

uang tebusan.  Sedangkan metode 

kualitatif yaitu mengetahui dampak akibat 

kesalahan dalam menjurnal terhadap 

laporan keuangan PT DNL tahun 2016 

sebelum proses audit dan setelah proses 

audit. 

Prosedur analisis data kuantitatif dan 

kualitatif dalam menyusun laporan tugas 

akhir ini meliputi: 

a. Menguraikan prosedur Tax Amnesty 

menurut UU RI No.11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak untuk 

WP yang berhak mendapatkan Tax 

Amnesty, persyaratan bagi WP yang 

mengikuti program Tax Amnesty, dan 
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keuntungan bagi PT DNL setelah 

mengikuti Tax Amnesty. 

b. Menghitung uang tebusan yang harus 

di bayarkan oleh PT DNL dalam 

mengikuti Tax Amensty tahun 2016.  

Tahap pertama yaitu menghitung nilai 

harta bersih yang akan digunakan 

sebagai Dasar Pengenaan Uang 

Tebusan (DPUT).  Rumus nilai harta 

bersih adalah sebagai berikut: 

Harta Bersih= Harta – Utang 

Setelah mengetahui besarnya nilai 

harta bersih, tahap selanjutnya yaitu 

menghitung uang tebusan.  Rumus 

untuk menghitung uang tebusan 

adalah sebagai berikut: 

Uang Tebusan= Tarif x DPUT 

c. Memeriksa laporan keuangan PT 

DNL tahun 2016 sebelum dan setelah 

proses audit, kemudian membuat 

jurnal koreksi atas Tax Amnesty jika 

terdapat perbedaan pencatatan dalam 

penjurnalan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prosedur Mengikuti Program Tax 

Amnesty 

 

Menurut UU RI No.11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak, WP yang 

berhak mendapatkan Tax Amnesty adalah 

setiap WP yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan SPT PPh melalui KPP 

tempat WP terdaftar, dan Tax Amnesty 

diberikan melalui pengungkapan harta 

yang dimilikinya dalam SPT (IAI, 2016).  

WP yang menyampaikan SPT, harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 

memiliki NPWP, membayar uang tebusan, 

melunasi seluruh tunggakan pajak, 

melunasi pajak yang kurang atau lebih 

bayar, menyampaikan SPT, serta mencabut 

semua permohonan atau pengajuan.  WP 

yang telah memenuhi persyaratan berhak 

mendapatkan Tax Amnesty, dengan cara 

WP datang ke KPP menemui bagian help 

desk dan menyampaikan SPH untuk Tax 

Amnesty beserta lampirannya. 

WP yang belum mempunyai NPWP 

harus mendaftarkan diri terlebih dahulu 

melalui DJP, bagi WP OP sesuai dengan 

wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal, 

sedangkan untuk WP Badan sesuai dengan 

tempat perusahaan menjalankan kegiatan 

usahanya.  Pembayaran uang tebusan harus 

menggunakan SSP, yang berfungsi sebagai 

bukti bahwa pembayaran uang tebusan 

telah mendapatkan validasi.  Selain itu, 

untuk mendapatkan Tax Amnesty  WP 

harus mengalihkan hartanya yang berada 

di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah 

NKRI. 

PT DNL merupakan WP Badan 

yang memiliki kewajiban menyampaikan 

SPT PPh dalam bentuk obligasi.  Setelah di 

sahkannya UU RI No.11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak, PT DNL 

mengikuti program tersebut, sehingga 

terbebas dari sanksi administrasi dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan, karena 

PT DNL mengikuti program tersebut telah 
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sesuai dengan prosedur dan telah 

melaporkan seluruh harta yang belum di 

ungkapkannnya dalam SPT PPh, serta 

telah membayarkan sejumlah uang tebusan 

ke kas negara melalui Bank Persepsi (lihat 

lampiran 1 dan 2). 

 

2. Perhitungan Uang Tebusan 

 

PT DNL merupakan PKP yang 

memiliki peredaran usaha lebih dari 

Rp4.800.000.000 (lihat lampiran 3).  Harta 

yang di ungkapkan PT DNL dalam 

mengikuti program Tax Amnesty 

merupakan harta yang berada di dalam 

wilayah NKRI.  Tarif yang dikenakan 

sebesar 2%, karena PT DNL 

menyampaikan Surat Pernyataan Tax 

Amnesty pada periode pertama.  Besarnya 

jumalh uang tebusan yang harus di 

bayarkan PT DNL di hitung berdasarkan 

nilai harta bersih yang belum di laporkan 

dalam SPT PPh terakhir, dikalikan dengan 

tarif tersebut. 

Berdasarkan Daftar Rincian Harta 

yang Diberikan Fasilitas Pengampunan 

Pajak, harta yang di ungkapkan  PT DNL 

sebesar Rp10.000.000.000 (lihat lampiran 

2), dan tidak memiliki utang yang 

berkaitan dengan perolehan harta tersebut, 

maupun utang yang belum di laporkan 

pada SPT sebelumnya.  Harta PT DNL 

yang dikenakan Tax Amnesty berupa 

obligasi.  Berikut ini rincian harta yang 

dikenakan Tax Amnesty pada PT DNL. 

Tabel 1. Daftar Harta PT DNL 

No Nama Harta Tahun Harga 

1 Obligasi 2015 Rp5.000.000.000 

2 Obligasi 2015 Rp5.000.000.000 

  Jumlah   Rp10.000.000.000 

Sumber: Lampiran Daftar Rincian Harta 

yang Diberikan Fasilitas 

Pengampunan Pajak  

 

 Berdasarkan daftar harta pada 

tabel 1, maka perhitungan uang tebusan 

atas pengenaan Tax Amnesty adalah 

sebagai berikut: 

Harta Bersih= Nilai Harta – Nilai Utang 

= Rp10.000.000.000 – 0 

= Rp10.000.000.000 

Uang Tebusan = Tarif x DPUT 

= 2% x Rp10.000.000.000 

= Rp200.000.000 

 

Jadi, besarnya uang tebusan yang 

harus di bayarkan oleh PT DNL kepada 

Bank Persepsi sebesar Rp200.000.000. 

 

3. Dampak Tax Amnesty Terhadap 

Laporan Keuangan PT DNL Tahun 

2016 

 

Tax Amnesty sangat mempengaruhi 

laporan keuangan perusahaan, karena pada 

saat mengikuti program Tax Amnesty, 

Wajib Pajak yang semula belum 

melaporkan seluruh hartanya dalam SPT 

PPh kemudian akan di ungkapkan dalam 

SPT tersebut.  Sehingga perusahaan akan 

lebih transparan dalam menyajikan laporan 

keuangan bagian laporan posisi keuangan 

(lihat lampiran 3).  Berikut jurnal untuk 

Tax Amnesty: 

: 
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(D) Harta  Rpxxx 

(K) Setoran Modal Lainnya     Rpxxx 

 

Harta di posisi debit merupakan 

penambah setelah dikenakan Tax Amnesty, 

kemudian atas penambahan harta tersebut 

dicatat sebagai penambah modal.  Namun 

dari hasil audit, PT DNL salah 

memasukkan jurnal untuk Tax Amnesty 

tersebut.  Berikut jurnal yang di catat oleh 

PT DNL: 

 

(D) Obliagsi Rp10.000.000.000 

(K) Laba Ditahan Rp10.000.000.000 

 

 Jurnal yang di catat oleh PT DNL 

merupakan jurnal sebelum proses audit. 

Setelah auditor melakukan pemeriksaan, 

auditor menemukan kesalahan. kesalahan 

yang terjadi adalah akun di posisi kredit.  

Seharusnya, akun di posisi kredit adalah 

tambahan modal disetor atau setoran 

modal lainnya.  Laba ditahan tidak bisa 

dijadikan lawan dari obligasi karena laba 

ditahan adalah laba bersih yang ditahan 

atau tidak dibagikan kepada pemegang 

saham.  Tambahan modal disetor atau 

setoran modal lainnya merupakan akun 

tersendiri, karena Tax Amnesty akan 

menjadi tambahan modal bagi perusahaan.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), 

sesuai dengan penjelasan PSAK 70 

“Entitas mengakui selisih antara Aset 

pengampunan pajak dan liabilitas 

pengampunan pajak di ekuitas dalam pos 

tambahan modal disetor” (lihat lampiran 

4). 

Jumlah tersebut tidak dapat di akui 

sebagai laba rugi direalisasi maupun 

direklasifikasi ke saldo laba.  Setelah 

auditor menemukan kesalahan, maka 

auditor harus membuatkan jurnal 

reklasifikasi atas kesalahan penjurnalan 

tersebut.  Berikut jurnal reklasifikasi atas 

kesalahan penjurnalan: 

 

(D) Laba Ditahan Rp10.000.000.000 

(K) Setoran Modal Lain Rp10.000.000.000 

 

Cara membuat jurnal reklasifikasi 

yaitu dengan membalik posisi akun laba 

ditahan, yang semula di posisi kredit 

sekarang berada di posisi debit.  

Kemudian, lawan dari laba ditahan adalah 

setoran modal lainnya, sesuai dengan 

jurnal yang sebenarnya.  Berdasarkan 

jurnal reklasifikasi, auditor harus 

membuatkan akun baru yaitu akun setoran 

modal lainnya, karena perusahaan belum 

membuat akun tersebut.  Dampak dari 

jurnal reklasifikasi terhadap laporan 

keuangan perusahaan, yaitu perusahaan 

harus mengurangi nilai laba ditahan dan 

menambah nilai modal (lihat lampiran 3). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

PT DNL mengenai prosedur dan 

perhitungan Tax Amnesty sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 
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tentang Pengampunan Pajak, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Tax Amnesty diberikan kepada 

Wajib Pajak yang mempunyai 

kewajiban menyampaikan SPT PPh 

dengan cara mengungkapkan harta 

yang dimiliki dalam Surat 

Pernyataan. 

b. PT DNL merupakan Wajib Pajak 

yang mengikuti program Tax 

Amnesty pada periode pertama, 

sehingga dikenakan tarif uang 

tebusan sebesar 2% dan terbebas 

dari sanksi administrasi serta sanksi 

pidana di bidang perpajakan. 

c. Setelah dilakukan pemeriksaan 

laporan keuangan sebelum proses 

audit dan setelah proses audit, 

terdapat kesalahan dalam 

penjurnalan Tax Amnesty, sehingga 

auditor harus membuat jurnal 

reklasifikasi dan menambah akun 

baru berupa setoran modal lainnya. 
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